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KEBIJAKAN AKUNTANSI I-,ROPERTI INVIISTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya

kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan

pemyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

b. bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas

properti investasi, perlu diatur ketentuan mengenai

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan properti investasi dalam suatu

kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang

Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I );
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembara.n Negara Repr-tblik

Indonesia Tahun 20C3 Nomor 24, Tambahan i,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 t-et:'-r-all.g

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Ncmor 1 Tahun 2004 tenta.ng

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Reprrblik Ind,onesia- Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- U ndangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nornnr R2 Tarnhahan lprntrqran Ncsara Rcnrrlrlik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

t3 Tahun 2022 renta-ng Pemba-han Ke,:l-r-ra- a,ta,s

Undang-Undang Ncmor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undan gan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun )-O22

Nomor t 43, Ta.mltahan l,emba-ran Nega-ra RqprllrliL

Indor,esia Nomor 680 1);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol1 terltang

Pemerinta.harr l)aer-ah (Lembarar.r Negara Renr.rhlik

indonesia l'ahun 2O14 Nomor 244. Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-IJnrlang Nomor 6 Ta-hun )023 t-enta-ng

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi lJnda-ng-IJncl-ang (l,embaran Negara. Repr.rhlik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indcnesia Nomor 6856);
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah ([.emharan Negara Repr rblik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peratura-n Pemerintah Nomor' 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

10. Peratnran Pemerintah Nomor 27 Ta-hun 2014 tenta.ng

Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah (Lembaran

Negara Republik Inconesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tam ha ha,n [ .4mt13 ra n N ega.a. Repr r hli k ln r:]-onesia N nlr-r nr

5533), sebagaimana telah dir-rbah dengan Perattrran

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perub:rlran

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 T ahut'r )O11

t-entang Pengelolaarr Rar-a.ng lvilrk Negar^a,/Daelah

(l,embaran Negara Republik Indorresia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indon esra- Nomor 652 j);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia iahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lernha ran Nesara Rr-n'rhlik Indnnesia Nomor 63221

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20l3

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrua-l nacla Pemerinta-h Da-era-h (Rerita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor i425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan a,tas Pera-tr-rran Menteri Dala.m Negeri

Nomor 80 Tahun 2C15 tentang Pembentukan Procluk

Hukum Daerah (Rerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Ber.ita Nesa.ra- Renrrbl'ik Indon-esia. Ta-hr-rn 20! 6 Nomor

s47l;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 08 Tah un

2016 tentang Penggolongan cl-a-n Kodefik-a-sr Ba-ra.ng

Milik Daerah (Berita Negara Repurblik indonesia Tahun

2016 Nomor 2083);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 lahun 2O2O

Len ta-n-g Ped om a-n Tr, r<n 
i s Pen gelola.a-n Ker-ra.n ga.n Da erah

(Berita Negara Repr r blik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
'! 7. Pera-tr rra n Menteri I.lerlansan Nomo - 85/PNali r)5/ )O') l

tentang Pernlataan Standar Akuntansi Pemr-rint:rhan

Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;

18. Peraturan Daerah Ka bupaten Konawe Seiatan Nomor 3

Tahun 2021 tentan g tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

19. Peraturan Da,erah Kabupa-ten Kona-we Selata:r Nomor 4

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2021 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabr-rpa.ten Konawe Selatan Nomor B

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selata-n Tahttn

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 4 Tahun 2C22 tentang Perubahan

Keempat atas Peraruran Daerah Kabupat-en Konawe

Selatan Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan (L,embara-n Da-erah Ka-hupa-ten Kona,we Se la ta-n

Tahun 2022 Nomor 4);
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Menetapkan

2 1 . Peraturan Bupati Konarve Selatan Nomor 18 Tah u n

2Ol1 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kahttnaten Konarle iplaian lRcrita Daerah Kahrrnaterr

Konawe Selatan Tahun 201 1 Nomor 18) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupati Kona,rve Sela,tan Nomor 118 Ta-hun 2022 tentan.g

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kona lve

Selatan Nomor 18 Tahun 20 1 1 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

(Berita Da-era-h Kabll oa.ten Kona.rl e Selatan Ta-hun ?O2-2

Nomor I i8);

MtrMI-ITIJSIIAN:

PERATURAN BUPATi T]]NTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PROPERTI INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da'lam Peraturan Bupatr ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n su r

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.

4 Peranaket Daernh a'lelnh rrnsrrr nemhanf n Rrrnati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Llr trsan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Organisasi PerarrS'Lat Da.era.h .vang 3ela4jr rtrr.v2

disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daeralr yang melaksanakan urusan

pemerintahan Daera-h.



6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeral'r \ t r,rg

selanjutnva disingkat SKPKD adalah unsur penu r.rjang

Urusan Pemerint-aha.n pada Pemerintah Daera,h 1,a.ng

melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya

disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna

Anggaran,/Penggr-tna Ba.rang yang \a,ajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk dig.rbungkan pada Entltas Pelaporan.

9. Entitas Pelaporan adalah r,rnit pemerintahan yang

terdiri dari satu alau lebih Entitas Akuntansi atau

Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

10. Akuntansi adalah proses identilikasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran

transaksi den keiadian kerranpan nenvaiian lanoran

serta penginterpretasian atas hasilnva.

11. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, l<onvensi-kon ven si, aturan-aturan dan praktik-

nraktik snesifik \'rne dinilih oleh sr-ta, r.! Entitas

Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi

Anggaran.

l2.Kebiial<an Akrrntansi Pemerinta-h Daera-h a-cl,a.la-h

prinsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi-konven si,

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik 1-ang dipilih

oleh Pemerintah r)aerah sebagai pedoman dalam

menl,'r-rsrr.r dan menlrajikan l;annra-n l<et,r:rrrqan

Pemerintah Daeral-r untuk memenuhi kebul ulran

pengguna lapora:r keuangan dalam ra n qlia

meninokafkan keterhandinsan lanoran I<r.rt;rn,r::r-r

terhadap anggaran, antar periode maupun antar

entitas.

-6-
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13. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah.

14. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, da-n ekr-rita-s da.la-m

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam APBD.

15. Pernyataan Standal Akuntansi Pemerintahan, yang

selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi

judul, nomor dan tanggal efektjf.

16. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memnerhatikan saa.t kas a.ta-r-r seta-ra- kas diterima arar,r

dibayar.

17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinva

kriteria- penca,ta-ta,n sr-latr-1 keja,cl,iarr a,ta,r,t net'isti\rra-

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian

yang melengkapi dnsur aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO

rlan hehan sehasai,nana aLan tcrrnuat nede lanornn

keuan gan en ti tas pel aporan van g bersan gku tan .

18. Pengul<uran adalah proses penetapiLn nilar uang rrn tu l<

menga-k-r.ti dall metr-r4sr rl<l<an setirrt pos rlalerr-, lr,,r,rrr'

keuangan.

19. Pengungkapar-r adalah laporan keuangan .yang

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh Penssr-tn a Ansr-a.ran.

20. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,

piutang, utang dan yang lain yang herka-itan d-enga:r

adanya perbedaan rvaktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang

beqjalan.
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BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI TENTANG PROPERTI INVESTASI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelapora,n di lingkr-rngao Pemerintah Daerah dala.m

rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

Pa.sal 3

(1) Sistematika Kebijakan Akuntansi tentang Properti

Investasi terdiri atas:

a nendahrrlrran'

b. definisi;

c. properti investasi;

d. pengakuan;

e nenrrttkrtran narla sa2t nenaekrtar ara.,al'

f. pengukuran setelah pengakuan a.va1;

g. alih gur-ra:

h nelenesan

i. penyajian properti investasi; dan

j. pengungkapan;

(2) Uraian Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

seba-gaimana dimaksud pa-da ayat (l) terca:rtum da.lam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturarr Bupati

diundangkan.

Pasal 3

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setien orenp mengetahrrinva merncrintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konau,e

Selatan.

Ditetapkan rl Andoolo

a tan 1 2t 9€(reMWP- 2023

TAN

SUR{J Dl]IN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal ]l JEP]ET(IER 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADID,JAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELAT{N TAHUN 2023 NOMOR Eh-

i:J iIAF KOORDINASI

l5 i6^l ttl

'1.

1

.b€4o

t.

t. KABAG iii'(Ull

I



I,AMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOI: e,f TAHUN 2023

TENTA NG

KtrBI.]1, I(AN AK U NTANSI PROPtrR'I'I

I NVI'SI',\SI PEMERINTA H KABU PATE N

KONAWE SELATAN

KEBIJAI(AN AKUNTANSI PROPERTI II{IIF,STASI

PENDAHT'I,UAN

Trrjuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi properti investasi dan pe;rgungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran,

dan penyaJian, dan pengungkapan property investasi dalam

Laporan Keuangan untuk tuJuan umum bagi entitas Pemerintah

Daerah tidak termasuk perusahaan daerah/BtlMD.

3. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk :

a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan

frl hak nenamhansan dan resen,asi lamba.np senerti minvak pas alaqr

dan sumber daya alam sejenis .irtrng tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

4. Properti Investasi adalah propertr untuk menghasilkan pendapatan

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak

untuk:

a) dignnakan dalam kegiatan pemerintahan, d iman faa.tka.n oleh

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau

-jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b) cl-rJua,l dan.f atatt diserahkan dalam rangka- pela-ya-na,n kqpaalzr 2

rnasyarakat.

5. Properti yang digunakan sendlri r,dalah properti yang dikuasai (oleh

pemilik atau penyewa melalut sewa pembiayaarr) untuk kegialan



)

(1

pemerintah, dimanfaatkan oleh masvarakat umum, dalam produl<si

atau penyediaan barang atau jasa arlu untuk tujuan admtntstratil'.

Biava rrerolehan ada-lah jr-rmlah kas atar-r setara kas yang dibaJarkan

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset

tersebut daiam kondisi dan tempat yang siap untllk diperguna-kan

Nllal tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset tetap setelah riikurangi akumulasi penyusutan.

8. Metode biaya adalah suatu meto.le akuntansi yang mencatat nilai

investasi berdasarkan bia-5,a- p..o1.ar-r',.

Nllai waiar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban

antara pihak yang memahami dan

transaksi wajar.

berkeinginan untuk melakukan

PROPERTI IITVES'TASI

10. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki

properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa

dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah

mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal

ini, properti yang dimiiiki oleh entitas, selain ya-ng cl,imiliki r tntr-tk

digunakan sendiri atau dijual darr/ atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi.

Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk

diseu,akan atau r.rrrtr.lk mendal.,atkan peningkatan nilai, clan

menggunakan hasil -yang diperc,leh tersebut untuk membiayai

kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan

yang disewakal secara komersia ! kepada- piha-k ekstern2.] rl rr lr-1!

menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi

properti investasi.

1 I . Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan se\\ a

a.tA.r1 r-rntllk memneroleh kenaikan nila.i. a.ta-r,t kedr,tanr/a.. Ol6h kercna

itu, properti investasi menghasilkern arus kas --r,ang sebagian ltesar

tidak bergantung pada aset lain -r'ang dikuasai o'eh entitas. Hal ini

memt-rer-la-kan propertr investa-si c!a.i properti l,ang cl.i gr-rn a-k a-n serrrliri

(aset tetap) .

12. Berikut adalah contoh properti investasi:

a) Tanah yang dikuasai dan/ata.u dimiliki dalam jangka panjang

7
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dengan tujuan untuk memperolch kenaikan nilai dan bukan untuk

dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat atau kepada entir,as pemerinta-h yang lain da.lam

jangka pendek;

b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki narnun belum ditentukan

penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentr-r-kan

penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau

akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam

ja-ngka pendek, tanah tersebr-rt diakr-ri sebagai tanah 5,ang dimiliki

dalam rangka kenaikan nilai;

c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas

mela-lui sewa pembiayaan) dan clisewakan kepada pihal< 1a,in

melalui satu atau lebih sewa operasi;

d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki

tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu

atau lebih sewa operasi;

e) Properti dalam proses pernbangunan atau pengembangan yang di

rnasa depan digunakan sebagai properti investasi;

Rerikr-tt ada,la,h contoh aset l,a,rq b,1k3,4 11qrr lpaka..n propertr irrvestasi

dar-r dengan demikian tidak termasr-rk dalam rtran5l lingkup l<ebijalian

akun tansi aset/properti investasi :

a) Properti yang dimaksudkan r-.ntuk dijual darn/atau diserahkalr

dalarn renqka nelavanarr ken.d: masver:kal a,att sedanq dalam

proses pernbangunan atau per rgembangan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kr pada masyarakat.

misalnva nronerfi r:no dinerol-h secara eksklrrsif deno:rr maksrtrl

diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan

diserahkan kembali:

b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau

pengembangan ata-s na-ma. pihak ketiga-;

c) P.operti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranl,a) properti

yang dikuasai urrtuk digunakan di masa depan sebagai properti

yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki r-tntttk

pengembangan di rnasa depan dan penggunaan selanjutnya

sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang

digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
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d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa

pembiayaan;

e) Properti yang dimil.iki dalam rangk-a bantuan sosia-l yang

menghasilkan tingkat pendape-tan sewa di bawah harga pasar,

misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang

disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan

mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai

dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

d Properti ya-ng ticlak dit,-U,.rkan r,rntr-rk mengha.silkan penr-lapatan

sewa dan peningkatan nilai, r"amun sesekali disewakan kepacla

pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti .vang

digr-rnakan r-rntuk kegiatan oprasional namrrn seseka-li ci,iserrya-l<a-n

kepada pihak lain.

14. Aset yang dikuasai danT'atau dimrliki oleh entitas pemerintah pada

umumnya digunakan untuk kegiaran operasional pemerintah. bukan

r.rnrrrl< rvlspglasilkan penr:!apalan seu'a atau kena-ikan nilai, ka.ena

itu aset tersebut tidak memenuhi definisi proper:i investasL Dalam

beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah r ang memiliki aset

va r-r q dist tnakan

a. secara sebagia.n untuk menghasilkan pendapatan seu'a atau

kenaikan niiai

b. sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional

pemerintah. Apabila- masing-masing bagian aset tersebut dapat

dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara

terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut

tidak dapat dijual secara terpisah, ma-ka- aset tersebr,tt

dikatakan sebagai properti investasi harr..za jika bagian yang

tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional

pemerintah.

15. Dalam beberapa kasns, entitas menyedia,kan tambahan lalianan

kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas

memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika

layalan yang diberikan tidak signi{ikan terhadap keseluruhan

pe{anjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa

keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

16. Suatu pertimbangan diperlukan ;rntuk menentukan apakah suatu



5-

properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas

menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti

investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika

pengklasifikasian dianggap sulit.

17. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi

ya-ng disewakan kepa-cla cla.n cl-ima.r", fa-a-tk a n oleh entitas indrtl< ientita-s

vang ben,,enang melakukan konsolidasi) atau entitas anak larnnva

(entitas yang laporannya dikonsoridasi). Properti investasi tersebut

tidak memenr,hi definisi properti nvestasi dalam laporan keuarrgan

vang dikonsolidasi karena kenen.ilikan nronerti investasi tersehtlt

berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan

sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya peseu'a. Kondisi

ini d-apat terjadi jika- pemerintal r rneneta-pkan ma-naJemen sr r a.tu

bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas

pemerintah lain dengan pola peJ.yewaan secara komersil. Dalam

laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut

rlisaiikan sebapai D!"onerti inrl,'stasi Namr.tn demikia.n. r.tnftrk

keperluar. penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan

tersebut disajikan sebagai aset teiap sebagaimana ketentuan dalam

PSAP yang mengatur Aset Tetap.

18. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya

maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerilltah

iainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua

entitas pelaporan.

PEITGAKUAN PROPERTI IITVESTASI

19. Properti investasi diakui sebagar aset jika dan hanya jika:

al Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan

mengalir ke entitas di masa yang akan datang darl aset

propertl lnvestasl;

b! Btaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat

diukur dengan andal.

20. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi

kriteria pertama pengakna,n, enti'.a,s perlu menilai tingka,t kepa,stia,n

yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan

bukti yang tersedia pada u,aktu pengakuan arva1. Kepastian bahrva

entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko
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yang terkait dengan properti investasi tersebut.

21. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya teiah terpenuhi

dan bnkti oerolehan aset D!-olrerri investasi tersebr-rt. Aoabila st.ta.lt.t

properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai

perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

22. Entita-s mengevaluasi hercia,sa.rkar, p"lnsip pengal<rra-n, sPmr)r- l)irt\ a

properti investasi pada saat ,erjadin.ya. Biaya-biaya t€'rs('l)u t,

termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan propcrti

investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal .vang

dignnakan untuk penambahan, penggantian, a-tau perba,'ikan

properti investasi.

23. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraph 16, entitas tidak

mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properrj tersebut sebagaj

jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut

diakui sebagai surplus atau deiisit pada saat teq'adinya. Biaya

perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga

kerja dan barang habis pakai. tlan dapat herltpa bagian keril rlari

biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya iersebut sering

digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan propertt.

24. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melahi pengga-nfJan.

Misat:ya, interior dinding bangunan mungkin merupakan

penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan,

entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya

penggantian bagian properti investasi pada saat terl'adinya biaya, jika

kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang

digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan

nenshentian oensakuan dari Pern'ataa-n ini.

PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN AWAL

25. Propetti inuestasl diukur pada dwdlnga sebesar biaga

perolehan, (biaga transaksi termosuk dalo-m pengukura.n o.tual

tersebut).

26. Apablla properti inaestasi diperolch dari transaksi non

gcrtttkaron- properti inue.st-a.si terselru.t dlnilo-i den.gan

menggunakan nilqi wajar pada tanggal perolehan.

27 Bia.1,a perolehan dari properti in;cstasi .vang dibeli meliputi lrarea

pembelian dan semua pengeluarrn.vang dapat diatribusikan socara
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langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung

antara iain biaya jasa hukum, pajar dan biaya transaksi iainnya.

28. Biava pcrolehan properti investa.si t ida.k berta.mbah atas hia1,a-hraya

di bawah ini:

a) Braya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk
m.errrbawa properti investasi ke kondisi siap d-igunakan);

b) Kerugian operasional yang tery'adi sebelum properli investasi

mencapai tingkat penggunaan vang direncanakan;

c) Pemborosan bahan baku, tenaga ke4'a atau sumber daya lain

yang teq'adi selama masa pembangllnan atau pengembangan

properti investasi.

29. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka bia5,'a

perolehan adala-h setara harga tr-r-na,i, Perbedaan anta-ra. jumla.h

tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama

periode kredit.

30. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran.

Misalnya, pemerint*.h menggLlnakan kew. enangannya unluk
mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut,

nilai properti investasi yang diakui ada-lah sebesar nilai wajar.

31. Biaga perolehan awal hak atas propertl gang dlkuosoi dengo.n

cara sewa dan diklasiJikasikan sebagai propettl inoestasi gang

dicatat sebo,go;i sewa pembiagactrt, d.alam hal ini aset dio,lcrti

pddd jumldh mo'na gang leblh rendah antdra nllai uajar dan

nilai kini- darl pembageran seu,4 minimum, Jumlah go-ng sctara

diakui sebagai liabilitds sesuci dengan ketentuan paragraf

udng samq.

3) Prem.i ]ra.n8 diha.ya.r-ka.n rrnlrrk se\\', ,:liperla.ktrkan s"ha.gai hagia.n clari

pembayaran sewa minimum, da,r karena itu dimasukkan dalam

biaya perolehan aset, tetapi dikelLrarkan dari liabilitas. Jika hak atas

properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sel;agai

nronerti rn-vestasi. maka hak 2!as 114ps1fi rersel)r-!l dica.tat qeltesel'

nilai wajar dari hak tersebut dan bukan ( ari properti \-ang

mendasarinya.

3.3 Propertr invs51a.i rlr,rngkin dipr.'roleh cl-a-ri hasil pertrrka-rarr r[r'r'rr,4n

aset moneter atau aset nonmone:er atau kombinasi aset moneter

dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung

dari nilai wajar kecuali
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a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi

komersial;

b) nilai wajar aset yang diterirra maupun aset yang diserahkan

tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak

dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur
dengan jumleJr tercatat aset yang diserahkan.

34. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi

komersial atarr tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas

atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat

berLtba-h seba-sai a.kiba,t dari tra'rsa-ksi tersebr-r1- SLra-tr.r t'ansaksi
pertukaran memiliki substansi l,omersial jika: konfigurasi (risiko,

r,r,'aktu, dan jumlah) dari arus kar atau potensi jasa atas aset ,\.ang

cl.iterima, berbecl,a da.n konfigr,rra-sj a-rr,r s ka-s a.ta.r.r potensi .1asa atas

aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari bagian operasi

entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari

pelrukaran te;sebut; dan selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan

terhadao nilai waiar dari aset vanp dinertrtkar.<an [Jntuk lrritrep

penentuan apakah transaksi pertukaran rnemiliki substansi

komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas

dinerrganrhi oleh trnnsaksi vanr akan mensoamharkan Arr rs lras

sesudah pajak. Hasil analisis ini e.kan jelas tanpa entitas menyajikan

p..'rhitungan yang rinci.

35. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak

tersedia, dapat diuknr secara andal jika: a) variabilitas da-lam

rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak

signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran

da-pat dinilai seca-ra rasional dal digunakan dalam mengestima-si

nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal,

baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai u,ajar dari

aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan

dari aset yang diterima kecr-rali jika nilai wajar aset yang diterima

lebih jelas.

36. Properti investasi yang diperolen dari entitas akuntansi lainnya

da-lam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai

buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas

akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan

menggunakan nilai wajar.
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PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

37 . Properti investasi dinilat denga n metode biaya, yaitrr sebesar

nilai perolehan dlkurangi akumulasl penyusutan.

38. Properti Investasi, kecuall tanah, disusutkan dengan metode

penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

39. Penilaian kembali atau revaluasl properti investasi pada

umumnya ttdak dlperkenankan karena Standar Akuntansi
Pemerlntahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya

perolehan atau harga perf rrkara n.

40. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
-f1 f)alam hal proses revalrrasi d;takukan secara hertahap, hasil

revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan

keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika,
propertl investasl telah direvaluasi seluruhnya.

12. Prnne!'t'i inrzestasi direva_lr-ra.si Sc,.'a.!"a SimLrltan r-tntr_lk menghit.rdari

revaluasi aset secara selektil dan pelaporan jumlah dalam laporan

keuangan yang merupakan camp'.rran antara l;i:,ya dan r-rilai (cos1s

a-n rl va-lttes) pada tanooal 
-r 
ang llrheda \erntlr nrnner'i irr\'.\' ,.ri

dapat dinilai kembali secara bertahap (roJling basis) asall<ar-r

penilaian kembali tersebut diselcsaikan dalam waktu singkat dan

niiai revaluasi tetap diperbarui.

43. Pada seat revaluasi, properti inwestasi dinilai sebesar nilai wajar

berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan

nilai tercatat properti lnvestasi diakui pada akun ekuitas pada

periode dilakukannya revaluasi, Setelah revaluasi, properti

investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi

penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas

propertl lnvestasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi ftsik
properti investasi tersebut.

44. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi,

maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas.

Sebaliknya,, jika jumlah terca-tar- properti investasi f-ururn a,kiba-t

revaluasi, maka penurunan tersebut Ciakui sebagai penurunan

dalam ekuitas.
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45. Pedoman niiai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar

aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan

ber"dasarka.n pada sewa- da-n kontra.k la.in yang serr-tpa. Entita-s harr-rs

memperhatikan adanya perbedaarr dalam sifat, lokasi, atau kondisi

properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak

la-in ya.ng berhrrbs6g2ln dengan properti.

46. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti

yang diuraikan pada paragraph 42, suatu entitas harus

mempertimbangkan informasi dan berbagai sumber, termasul(:

a) I-l a.rga- kini da-lanr pasar akfif rntr.rk p:-operti .1'ang p6rn'ili(i s at.

kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada se\\'a alalr

kontrak lain yang berbeda). tiisesuaikan un uk mencermrlrl':ln

nerhedaan fersehu i'

b) Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif,

dengan penyesuaian untuk rrencerminkan adanya perubahan

dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi te{adi pada harga

tersebrrt, dan

c) Proyeksi ams kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di

masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan

syarat/klausul yang tercl.apa-t dalam sewa- cl-a.n kontra-k l6-in .r-'2-n g

ada dan jika mungkin dengarr bukti eksternal seperti pasar kini

rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi vang

sama, dan penggunaan tarif diskonto yang menceffninkan

penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jr-rnilah atau

waktu arus kas.

47. Dalam beber:fa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam

paragraf sebelumnya menunjukLan kesimpulan berbeda tentang

nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan

alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoieh estimasi nilai

wajar yang paling andal dalam :entang estimasi nilai wajar yang

tepat.

48. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian

secara internal ataupun penilai secara independen.
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ALIH

49.

50.

51

GUNA

Alih guna ke atau darl properti investasi dilakukan jika, dan

hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang d-itunjr-rkkan

dengan:

al dlmulalnya penggunaan properti investasi oteh entitas, dialih
gunakan dari properti invesfasi menjadi aset tetap;

b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

cf berakhlrnya pemakalan aset oleh entitas akuntansi dan/atau
entitas pelaporan-, dialih gr,rna-kan dari aset tetap menjadi
properti investasl;

d) dtmulatnya sewa operasi lr,e pihak lain, dltransfer dari

persedlaan menjadi properti investasi.
Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari

waktu ke waktu. Misal, pemer;ntah dapat memutuskan untuk
menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai

properti invesfa.si atall menjreu/akan kepada pihak ketiga- ba.ngr-1nan

yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh

pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam

contoh kedua, aset tetap dialihgun a,ka.n menjadi properti invest:-si.

Paragraf 46 (b) mengharuskan entitas menga-lihgunakan properti dari

properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat

perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainva

pengembangan dengan tujuan untuk diju.al. Jika entitas

memutuskan untuk melepas properr,i investasi tanpa dikembangkan,

maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti

investasi hin goa dihentike n nensa kr r ennv: /dihanr rskan dari la nola n

posisi keuangan) dan tidak mernperlakukannya sebagai persediaan.

Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi

dan akan tetap menggunakannr"a rli masa depan sebagai properti

ir-rr;6sta.gi. ' maka p!'r)pcrt; inrrestasi tersebr,rt tidak rlialihgt-1ne.k2.r, lan
tetap.

Entitas dapai secara teratur rnengevaluasi pemanfaatan gedung

sedrrns trntrrk mencntukarr anakeh memenrrhi svarnt sellapai

properti investasi. .Iika pemerintah memutuskan untuk menahan

bangunan tersebut untuk kemampuann)'a dalam menghasilkan

pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan

52.
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53

tersebut diklasifika,sikan sebagai properti investasi pacra permu laan
berlakunya sewa.

K-arena- entita-s menggr-rna.ka.n r tetocle hiaya., a_lih guna a.nta-ra.

properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan
tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta
tid a-k menguba-h bia.1,a_ properti untrr-k tr,rjuarr pengukr-rral dan
pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna

adalah nilai tercatat 6sfi properti i:-rvcstasi vang dialihgunakan.

PTLEPASAN

54. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan
atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi
secara permanen dan tidak merrilikl manfaat ekonoml di masa

depan yang dapat dlharapkan pada saat pelepasannya.

55. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual,

ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

56. Jika, sesnai dengan prinsip pengaklran dalam paragraf 16, entitas

mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu

properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka

jumlah tercatat dari haginn a.set J'3ng r.l-iganti ticl-a-k diakui 1a.gi Sr rat.r r

bagian yang diganti dari prope, ti investasi 5rang dicatat dengan

menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian ,yang

disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari

bagan yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan,

entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi

untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada

saat diperoleh atau dibangun.

57. Keuntungan atau kerugian yang timbul darl penghentian atau

pelepasan properti lnvestasi dit.:ntukan dari selisih antara hasil

neto darl pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam

Surplrrs/Defislt dalam periodc ferjaclin5ra peaghentiar afar.r

pelepasan tersebut.

58. [mbaian yang diterima atas pr lepasan properti investasi pada

a-u/a-lnya, dia.kui sebr:sar nila-i w'ajar". 'lika- pemhala!.ar1 ata-s properti

investasi ditangguhkan, imbalan ',ang diterima pada awalnl,a diakui

sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dan

imbaian dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai
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59

pendapatan bunga.

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan

properti investasi setela.h pelepa-sa.n ."."qbr..r-t.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan

penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti
investasi dtakui sebagai surplus/ deft.sit ketika kompensasi

tersebut diakui sebagai piutang,

60

PENGUIYGKAPAN

61. Entitasmengungkapkan:

a.l Dasar penilaian yang diguna-ka,n untuk menea-trrkan oilai
tercatat (carrying amount)

b) Metode penyusutan yang digunakan;

c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

dl Jumlah tercatat bruto dan akumulasi Penyusutan (agregat

dengan Akumulasi rugi penurunan nilaif pada awal dan akhir

periode;

e) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan

akhir perlode, yang menunjukkan:

i. Penarnbahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan

yang dihasilkan dari Tenggabungan dan penamhahan

pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

ii. Penambahan yang dihasilkan rnelalui penggabungan;

iii. Pelepasanl

PENYAJIAI{ PROPERTI IINIESTASI

61. Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifitkasikan

dalam aset non lancar.

62. Properti investasi disajikan terpisah dari kelomtrrok aset tetap dan

a-set 1alnnya,.

63. Karena sifat dari pengklasrfikasian properti inver;tasi adalah trntuk

memperoleh pendapiltan sewa atau kenaikan nilar, entitas clapat sa.1a

memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas propcr ti

inveslasi menqrlntr-tngkan clan e4l-i1a-S tida-L a[2n memnttfaat Larr

properti tersebut di masa menriatang. Pengklasifikasian properti

investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti

investasi secara berkelanju-ta,n ata,'-r tidak berkelanj utan.
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iv. Penyusutan;

v. Allh guna ke dan dari persedlaan dan propertl yang

dlgunakan sendiri; dan

vi. Perubahan laln.
ff Apabtla entitas melakukan revaluasi atas properti investasi,

nilai wajar dari properti investasi lrang menunjukkan ha!-hal

sebagal berikut:

i. Uralan properti lnvestasi yang dilakukan revaluasi;

ii. Dasar peraturan untrlk menilal kembali properti

investasl;

iii. Tanggal efektif penilaian kembali;

iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi

v. Jumlah penSlesuaian atas nilai wajar;

vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi,

g) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu

mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h! Apabila pengklasifikasian atas properti investasi <rrlit

dllakukan, yang digunakan untuk membedakan properti

investasi dengan properti yang digunakan sendiri, dan

dengan propert! yang dtmiliki untuk dijual dalam kegiata.n

usaha sehari-hari;

i) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam

menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi

dari, properti investasi, yang mencakup pernyataaB apakah

penentuan nilai wajar tersebut dldukung oleh bukti pasar

atau leblh banyak berdasarkan faktor lain (yang harus

diungkapkan oleh entitas tersebutl karena slfat propedi

tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat

diperbandingkan;

j| Apabila entltas melakukan revaluasi dengan menggunakan

penilai independen, seJauhmana kualiftikasi profesional )ra,ng

relevan serta pengalaman mutakhlr di lokasi dari penilai;

k) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

i, Penghasllan sewa menyewa hiasa dari properti investasi;

ii. Beban operasl langsu:rg (meneakup perbaikan dan

pemellharaanl yang timbul darl propertl investasl yang

menghasilkan penghasilan rental selama periode
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tersebut;

iti. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan

pemeliharaanl yang timbul dari properti investasi yirng

tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa

selama periode tersebut.
l! Kewajiban kontraktual un'rrk m.ernheli, mengembangkan

properti investasi atau pemcliharaan atau untuk perbaikan,

Pemellharaan, atau peningkatan;

mlProperti lnvestasi yang dlsewa oleh entltas pemerintah lain.
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